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Abstrak
 

Daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD. APBD

diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan

pembangunanan. Namun, integrasi gender dalam prosesnya menimbulan kesenjangan gender di berbagai

sektor. Pemerintah pun mencoba untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam APBD dengan strategi

Anggaran Responsif Gender. Pemerintah pun mengeluarkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di daerah, DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur

tentang Pelaksanaan PPRG di DKI Jakarta, serta POKJA yang akan melaksanakannya. Adapun

pengumpulan data dilakukan dengan telaah data dan dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, dan

wawancara dengan stakeholder terkait.Hasil Penelitian menunjukan bahwa DKI Jakarta sepanjang 2018-

2022 telah menerapkan PPRG, tetapi dalam prosesnya masih terdapat banyak masalah yang disebabkan oleh

berbagai faktor.

......

Local governments are given the authority to manage their regional finances as stated in the APBD

(Anggaran Belanja Pendapatan Daerah). The APBD is expected to accommodate the needs of the society in

the area to increase local development. However, gender integration in the process creates gender gaps in

various sectors. The government is also trying to integrate gender issues into the regional budget with the

Gender Responsive Budget strategy. The government also issued Permendagri No. 15 of 2008 concerning

Gender Responsive Planning and Budgeting in the regions, DKI Jakarta issued a Governor's Regulation on

the Implementation of PPRG in DKI Jakarta, and the Working Group (POKJA) that will implement it. The

data was obtained out by revieweing data and documents of the RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, and

interviews with relevant stakeholders. The results showed that DKI Jakarta throughout 2018-2022 has

implemented PPRG, but in the process there are still many problems caused by various factors. Key words:

APBD, Planning And Budgeting on Gender, Gender Gap, DKI Jakarta.
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